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ABSTRACT
ABSTRAK
(Ilyas Yunus, S.H., M.Hum.)
Pasal 8 PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai
Negeri Sipil menyatakan dalam ayat (1) bahwa bila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria, maka bagi PNS pria tersebut wajib
memberikan sebagian gajinya terhadap bekas isteri dan anak-anaknya, dan dalam ayat (2) menyatakan bahwa pembagian gaji
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk PNS pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isteri, dan sepertiga
untuk anaknya. Pada kenyataannya masih terdapat perkara perceraian dimana PNS pria tidak menjalankan tanggung jawabnya
sesuai dengan putusan pengadilan Mahkamah Syarâ€™iyah.
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan tanggung jawab pemberian nafkah oleh PNS terhadap bekas istri dan
anaknya, faktor-faktor yang menyebabkan suami PNS tidak memberikan nafkah kepada bekas isteri dan anaknya, dan upaya-upaya
yang dapat ditempuh bekas isteri PNS untuk memperoleh haknya terhadap gaji dari bekas suaminya.
Data yang di peroleh dalam penulisan skripsi ini, dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris, yakni penelitian
kepustakaan dan lapangan. Dalam mendapatkan data skunder dilakukan penelitian kepustakaan dengan menelaah buku-buku dan
peraturan perundang-undangan sedangkan data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan sejumlah responden dan
informan yang terkait langsung dengan masalah yang diteliti.
Berdasarkan hasil Penelitian, diketahui bahwa pada Mahkamah Syarâ€™iyah Bireuen pada tahun 2014 pelaksanaan pemberian
nafkah oleh PNS terhadap bekas isteri dan anaknya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Faktor-faktor yang menyebabkan suami
PNS tidak memberikan nafkah kepada bekas isteri dan anaknya yaitu faktor ekonomi, faktor orang tua bekas isteri mampu untuk
memberikan biaya nafkah kepada anaknya, faktor kurangnya kesadaran hukum dari pihak bekas suami dan faktor pihak isteri tidak
meminta haknya dalam gugatan. Upaya-upaya yang dapat ditempuh bekas isteri PNS untuk memperoleh haknya terhadap gaji dari
bekas suaminya yaitu bekas isteri dapat melaporkannya kepada bendaharawan tempat suami bekerja dan apabila bekas isteri tidak
terlalu paham dalam hal ini, maka dapat meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum.
Disarankan kepada Tim PP 10 di setiap instansi agar dapat memberikan penyuluhan hukum yang terkait dengan Izin Perkawinan
dan Perceraian bagi PNS dan bekas isteri PNS, agar mereka paham, sehingga mereka tidak mengabaikan hak dan kewajiban
masing-masing.
